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PENANGGUHAN DAN PENGALIHAN PENAHANAN SERTA 








Permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah apakah pemberian penangguhan 
dan pengalihan penahanan relevan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan? 
dan, apakah penangguhan dan pengalihan penahanan berimplikasi pada kepastian hukum 
penyelesaian perkara pidana? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan 
menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Teknik pengumpulan bahan 
hukum menggunakan metode library Research, dan hasil penelusuran bahan hukum tersebut 
dianalisis dengan menggunakan metode analisis-deskriptif. Dari hasil dan pembahasan dalam 
penelitian ini, penulis memperoleh kesimpulan, bahwa pemberian penangguhan dan pengalihan 
penahanan penahanan belum relevan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. 
Hal ini tampak dari adanya pemberian penangguhan dan pengalihan penahanan yang justru 
menghambat proses penyelesaian perkara pidana baik karena terdakwanya melarikan diri, atau 
karena alasan lain yang mempersulit penuntut umum menghadirkan terdakwa di sidang 
pengadilan. Bahwa implikasi hukum dari penangguhan dan pengalihan penahanan yang kurang 
tepat adalah terhambatnya proses peradilan, dan gagalnya penyelesaian perkara pidana yang 
pada akhirnya memberikan ketidakpastian hukum. 
Kata Kunci : Penangguhan, Pengalihan Penahanan, Perkara Pidana 
 
Penangguhan penahanan menjadi 
polemik dalam praktek hukum acara pidana di 
Indonesia. Permasalahan akan muncul apabila 
dalam penangguhan penahanan tersebut 
tersangka atau terdakwa tidak kooperatif 
dalam menjalankan pemeriksaan atas perkara 
pidana terhadap dirinya. Hal ini yang menjadi 
permasalahan di tingkat penyidikan, 
penuntutan, dan serat dalam proses 
persidangan apabila dalam masa penangguhan 
penahanan tersebut tersangka atau terdakwa 
sampai melarikan diri (buron). Apabila hal 
tersebut terjadi maka dapat menciptakan 
keadaan yang akan menghambat proses 
pemeriksaan baik di tingkat penyidikan 
kepolisian atau jaksa penuntut umum harus 
berupaya untuk melakukan pengejaran serta 
pencarian terhadap tersangka atau terdakwa 
agar dikembalikan dalam tahanan. Hal tersebut 
merupakan konsekuensi dari kewenangan yang 
dimiliki oleh penyidik atau penuntut umum 
untuk bertanggung jawab atas kelalaian yang 
telah dilakukannya. 
 Namun dalam proses persidangan di 
pengadilan seorang tersangka atau terdakwa 
melarikan diri yang sebelumnya telah 
menerima penetapan hakim tentang 
penangguhan atas dirinya. Jika penetapan 
hakim tersebut telah dicabut maka penuntut 
umum bertanggung jawab untuk segera sampai 
dengan persidangan di pengadilan.  
Tersangka atau terdakwa yang melarikan 
diri dalam proses pemeriksaan pada setiap 
tingkatan, misalnya dalam proses penyidikan 
atau penuntutan maka yang bertanggung jawab 
adalah Penyidik (Polisi) atau Penuntut  Umum  
(Jaksa). Baik  pihak menghadirkan kembali 
terdakwa ke persidangan atas perintah yang 
dikeluarkan lewat penetapan hakim sesuai 
dengan tugas dan wewenang penuntut umum 
(Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP). 
Institusi penegak hukum (penyidik, 
penuntut umum, atau hakim) yang 
mengabulkan permohonan penangguhan 
penahanan bertanggung jawab atas tersangka 
atau terdakwa yang melarikan diri. Hal yang 
berbeda jika penetapan penangguhan 
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penahanan yang diberikan oleh hakim kepada 
terdakwa, pihak yang bertanggung jawab 
untuk segera menghadirkan terdakwa ke depan 
persidangan adalah penuntut umum. 
Seharusnya yang bertanggung jawab adalah 
hakim, namun berdasarkan perintah undang-
undang maka hal itu dibebankan terhadap 
penuntut umum. Keadaan yang demikian 
menuntut agar kepada semua permohonan 
penangguhan penahanan harus 
dipertimbangkan secara teliti, serta 
ditetapkannya syarat yang lebih mempersempit 
ruang gerak tersangka atau terdakwa untuk 
melarikan diri. 
Pemberian penangguhan penahanan 
dalam masing-masing tingkat pemeriksaan 
harus tetap didasarkan pada asas peradilan 
cepat, sederhana, dan biaya ringan. Menjaga 
agar segala risiko yang terjadi yaitu larinya 
tersangka/terdakwa dalam proses pemeriksaan 
merupakan upaya agar proses peradilan yang 
cepat (tidak menyita waktu yang lama), 
sederhana (tidak berbelit-belit) dan biaya 
ringan (penggunaan biaya perkara yang 
hemat). Apabila hal tersebut terjadi yaitu 
larinya tersangka/terdakwa dalam semua 
tahapan proses pemeriksaan sudah tentu akan 
menghambat jalannya proses peradilan, 
dengan demikian akan bertentangan dengan 




Penelitian ini bersifat yuridis normatif, 
dengan menggunakan pendekatan undang-
undang dan konseptual. Jenis dan sumber 
bahan hukum berasal dari bahan hukum primer 
dan bahan hukum sekunder. Teknik dalam 
melakukan pengumpulan bahan hukum studi 
kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum 
dengan menggunakan metode analisis 





HASIL DAN PEMBAHASAN  
Relevansi Penangguhan Dan Pengalihan 
Penahanan Dengan Asas Peradilan Cepat, 
Sederhana, Dan Biaya Ringan 
Asas peradilan cepat, sederhana, dan 
biaya ringan merupakan salah satu asas dalam 
peradilan pidana yang ditujukan untuk 
menempatkan tersangka sebagai subyek 
hukum dalam pemeriksaan baik di tingkat 
penyidikan sampai dengan di depan 
persidangan. Hak tersangka atau Terdakwa 
segera mendapat pemeriksaan Penjabaran 
prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya 
ringan dipertegas dalam Pasal 50 KUHAP, 
yang memberikan hak yang sah menurut 
hukum dan undang-undang kepada tersangka/ 
terdakwa: 
(1) Berhak segera untuk diperiksa oleh 
penyidik. 
(2) Berhak segera diajukan ke sidang 
pengadilan 
(3) Berhak segera diadili dan mendapat 
putusan pengadilan (speedy trial right). 
Salah satu penerapan speed trial dapat 
dilihat pada sistem peradilan yang ada di 
Amerika Serikat sebagaimana lembaga negara 
yang memiliki wewenang pemegang 
kekuasaan kehakiman yaitu The United States 
Supreme Court menekankan bahwa peradilan 
cepat (speedy trial, contante justice) sangat 
fundamental. 
Asas peradilan cepat, sederhana, dan 
biaya ringan merupakan asas yang berlaku 
secara umum dalam sistem peradilan yang ada 
di Indonesia. Oleh karena itu asas ini dapat 
dikategorikan sebagai asas hukum umum. 
Menurut Asas hukum umum adalah norma 
yang dijabarkan dari hukum positif dan oleh 
ilmu hukum tidak dianggap berasal dari 
aturan-aturan yang lebih umum, yang 
merupakan pengendapan hukum positif dalam 
suatu masyarakat. Pengertian asas hukum 
umum yang dirumuskan oleh Bellefroid, 
merupakan yang berbeda dengan rumusan asas 
dalam ilmu hukum. 
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Peradilan mempunyai mekanisme yang 
senantiasa mengalami perubahan kepada 
tujuan dari hakikat keberadaan peradilan itu 
sendiri. Peradilan menuntut adanya penegakan 
hukum yang jelas agar kegiatan atau 
pelaksanaan fungsi peradilan berproses secara 
efektif serta efisien. Sistem peradilan juga 
diharapkan dapat memberikan daya topang 
utama bagi masyarakat sebagai warga negara 
dalam menjalani kehidupan sosial. Masyarakat 
berhara besar terhadap terciptanya lembaga 
peradilan yang baik dan dapat memberikan 
manfaat. Proses penyelesaian perkara di 
pengadilan sebagai suatu alur yang harus 
dilalui mulai dari digelarnya persidangan 
pertama, sampai dengan dijatuhkannya 
putusan oleh hakim haruslah tidak dilakukan 
secara berbelit-belit, efisien serta tidak 
menimbulkan biaya besar dalam artisan bahwa 
proses peradilan dapat menggunakan dana 
yang cukup serta hemat biaya (low cost).  
Apabila mengacu asas sederhana dapat 
diartikan bahwa dalam proses peradilan 
dilakukan dengan cara yang jelas, terang atau 
mudah dipahami, dan tidak berbelit. Oleh 
karenanya, hal ini penting untuk dilakukan 
agar para pihak yang ada dalam peradilan 
dapat memberikan keinginannya dengan jelas, 
pasti dalam menyelesaikan perkara, terbuka 
yang disampaikan secara runtut, dengan 
penerapan hukum acara pidana yang lebih 
fleksibel. Hal ini dilakukan untuk kepentingan 
para pihak yang menghendaki suatu proses 
dari peradilan yang sederhana. Proses 
peradilan yang sederhana, jangan lagi sengaja 
dipersulit oleh pihak penegak hukum seperti 
proses pemeriksaan yang berbelit-belit 
sehingga terkesan bahwa dalam melakukan 
pemeriksaan dianggap rumit.  
Asas peradilan sederhana, cepat, dan 
biaya ringan ini telah lama ada di dalam sistem 
peradilan pidana di Indonesia. Beberapa 
peraturan yang antara lain terdapat dalam 
Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 
Asas ini dijelaskan pula dalam penjelasan 
umum KUHAP angka 3 huruf e dan telah 
diganti dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan :  
“Pengadilan membantu pencari keadilan dan 
berusaha mengatasi segala hambatan dan 
rintangan untuk dapat tercapainya peradilan 
yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.” 
Tidak menetapkan uraian tentang ukuran 
yang digunakan sebagai norma untuk 
menentukan jumlah penggunaan biaya, agar 
dapat diketahui bagaimana suatu peradilan 
dapat dikategorikan sebagai sederhana, cepat 
dan biaya ringan. Penjelasan Umum KUHAP 
angka 3 pada huruf e hanya menyebutkan 
bahwa peradilan yang harus dilakukan dengan 
cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, 
jujur dan tidak memihak harus diterapkan 
secara konsekuen dalam seluruh tingkat 
peradilan.  
Suatu sistem dan kinerja peradilan 
diarahkan untuk selalu menciptakan proses 
peradilan yang bersih, transparan, serta selalu 
mengedepankan nilai-nilai keadilan. Asas 
dalam penyelenggaraan peradilan sederhana, 
cepat, biaya ringan, diharapkan dapat 
dilakukan secara transparan. Hal ini 
dimaksudkan agar masyarakat yang 
melakukan akses terhadap keadilan 
mendapatkan manfaat dari apa yang 
diinginkannya. Apabila dijabarkan secara 
konkret, dengan dilakukan peradilan secara 
sederhana, cepat, dan biaya ringan (low cost) 
dimaksudkan agar terdakwa yang sedang 
disidangkan perkaranya dalam pemeriksaan 
tidak sampai memakan waktu yang sangat 
lama, dan terdakwa dapat memperoleh 
kepastian secara prosedural, serta proses 
administrasi biaya perkara yang ringan yang 
tidak terlalu membebaninya. Sehingga 
penerapannya dalam praktek peradilan dapat 
memberikan kesan bahwa peradilan sederhana 
dan cepat terlihat dari adanya pembatasan 
waktu penanganan perkara pidana pada tingkat 
judex factie di pengadilan Tingkat Pertama.  
Didasarkannya proses perkara pidana 
pada asas peradilan cepat, sederhana, dan 
biaya ringan adalah untuk memberikan 
kepastian hukum. Apabila dikaitkan dengan 
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proses penangguhan dan pengalihan 
penahanan maka harapan yang akan dicapai 
adalah agar penangguhan dan pengalihan 
penahanan tidak menjadi sesuatu yang 
menunda proses peradilan. Sebelum 
diberlakukannya KUHAP,  dasar hukum 
penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 
358 Herzeine Inlands Reglement (HIR)  
Pasal tersebut kewenangan hakim dalam 
menetapkan penangguhan penangkapan atau 
penahanan, ditetapkan melalui suatu 
perjanjian,  dan jika diperlukan pihak yang 
mengajukan penangguhan penahanan dapat 
menyertakan jaminan. 
Hakim dalam menentukan dapat 
dilakukannya penangguhan penahanan apabila 
ada alasan apabila terdapat beberapa hal yang 
dapat dijadikan sebagai alasan, agar tersangka 
atau terdakwa mendapatkan penangguhan 
penahanan tersebut, yang sebelumnya telah 
ditentukan dengan syarat-syarat penangguhan 
penahanan yang didasarkan pada Pasal 358 
HIR.  
Sewaktu-waktu jika diperlukan 
penetapan penangguhan penahanan terhadap 
tersangka dapat dicabut kembali, berkait 
dengan hal tersebut maka hakim mempunyai 
kewenangan untuk mencabutnya dikarenakan 
surat penetapan penangguhan penahanan 
bersifat sementara. Apabila ada kekhawatiran 
bahwa tersangka akan melakukan hal-hal yang 
dapat menunda proses pemeriksaan maka 
terhadap surat perintah untuk ditahan 
sementara tersebut oleh Penyidik dapat 
melakukan penahanan, dan segera cepat 
memberitahukan kepada Hakim dengan 
permintaan agar surat penangguhan 
penahanannya itu ditarik kembali. Atas 
tindakan penyidik tersebut Hakim bertugas 
untuk menentukan dan melakukan penilaian 
apakah penangguhan itu akan dicabut atau 
tidak. 
Pemeriksaan atas diri tersangka, 
sebagaimana telah penulis diuraikan di atas, 
harus dititikberatkan kepada perbuatan-
perbuatan pidana yang telah dilakukannya. 
Sehingga unsur-unsur pidana terhadap Pasal 
yang telah dilanggarnya oleh tersangka dapat 
terpenuhi. Proses pemeriksaan tersebut, harus 
jelas dengan mencantumkan waktu perbuatan 
pidana itu dilakukan, cara melakukan 
perbuatan tersebut (misalnya: Pasal 351 
KUHP, Pasal 338 KUHP  dan sebagainya).  
Jika dibandingkan dengan KUHAP 
penangguhan penahanan yang diatur dalam 
Pasal 3, menjelaskan bahwa penangguhan 
penahanan diberikan terhadap tersangka atau 
terdakwa. Cara yang dilakukan dalam 
menangguhkan penahanan yaitu mengeluarkan 
tersangka atau terdakwa dari penahanan 
sebelum habis masa atau waktu penahanannya 
berakhir, dengan kata lain dilakukan dalam 
jangka waktu penahanan. Maksud dari 
penangguhan penahanan berbeda dengan 
dengan pembebasan dari tahanan. 
Perbedaannya antara penangguhan penahanan 
dan pembebasan dari tahanan. 
Dari segi prosedur: 
(1) Penangguhan penahanan yang dilakukan 
secara sah dan resmi serta berada dalam 
batas waktu penahanan berdasarkan pada 
undang-undang. Namun pelaksanaan 
penahanan ditangguhkan yaitu dengan cara 
mengeluarkan tahanan setelah menetapkan 
syarat-syarat penangguhan yang harus 
dipenuhi berdasarkan kewenangan masing-
masing institusi. 
(2) Pembebasan dari tahanan harus didasarkan 
pada ketentuan yang telah diatur dalam 
undang-undang. Tidak dipenuhinya 
ketentuan sebagaimana syarat-syarat yang 
telah ditetapkan undang-undang, terhadap 
pembebasan dari tahanan tersebut tidak 
dapat dilakukan. Pemberian pembebasan 
dari tahanan diberikan terhadap tersangka 
atau terdakwa oleh karena pemeriksaan 
telah selesai sehingga tidak diperlukan 
penahanan. Pembebasan dari tahanan 
diberikan oleh karena penahanan yang 
dilakukan di semua tingkat pemeriksaan 
tidak sah dan bertentangan dengan undang-
undang atau karena batas waktu penahan 
yang dikenakan telah habis, sehingga 
tahanan harus dibebaskan. Pembebasan 
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dari tahanan juga dapat dilakukan karena 
lamanya penahanan yang dijalani sudah 
sesuai dengan hukuman yang dijatuhkan 
oleh  pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap (inkracht). Dalam 
aspek pelaksanaannya, pembebasan 
tahanan dilakukan tanpa syarat jaminan. 
Keberadaan jaminan membuat 
penangguhan penahanan sepertinya di 
dasarkan pada kontrak atau perjanjian dalam 
hubungan keperdataan. Oleh karena itu, dapat 
dipandang bahwa penangguhan penahanan 
berdasarkan perjanjian antara pihak tersangka 
atau terdakwa, ataupun orang yang 
memberikan jaminan dengan pihak institusi 
(yang melakukan penahanan). Tersangka atau 
terdakwa berjanji akan melaksanakan serta 
memenuhi syarat dan jaminan yang telah 
ditetapkan, sebagai imbalan atau prestasi dari 
pihak yang menahan atau mengeluarkannya 
dari tahanan dengan menangguhkan 
penahanan. 
Proses terjadinya penangguhan 
penahanan mewajibkan kepada masing-masing 
pihak melakukan prestasi dan tegen prestasi. 
Prestasi yang dilakukan orang tahanan atau 
orang yang menjamin mematuhi syarat yang 
ditetapkan, pihak yang menahan memberi 
imbalan sebagai tegen prestasi berupa 
penangguhan penahanan. Penangguhan 
penahanan tidak sama dengan pembebasan 
dari tahanan. Dalam penangguhan penahanan 
batas waktu /masa penahanan masih secara sah 
berlaku dan dibenarkan menurut undang-
undang, tetapi pelaksanaan penahanannya 
ditangguhkan/ dihentikan setelah persyaratan 
penangguhan dipenuhi oleh tersangka  ataupun 
terdakwa dan atau orang lain yang bertindak 
menjamin penangguhan penahanan. 
Ditangguhkan atau dihentikan setelah 
persyaratan penangguhan dipenuhi oleh 
tersangka atau terdakwa dan atau orang lain 
yang bertindak menjamin penangguhan 
penahanan. Lembaga penangguhan penahanan 
dengan jaminan uang atau orang seperti yang 
diatur dalam Pasal 31 KUHAP merupakan 
suatu lembaga baru dalam Hukum Acara 
Pidana di Indonesia, yang diatur secara tegas 
dalam Undang-Undang. 
KUHAP maupun dalam peraturan-
peraturan pelaksanaannya tidak ditetapkan 
tentang penangguhan penahanan ataupun 
pengalihan penahanan. Dengan kata lain dapat 
diartikan bahwa pembentuk undang-undang 
menyerahkan hal itu kepada Aparat penegak 
hukum untuk menetapkannya. Hal tersebut 
tercakup dalam frase terakhir Pasal 31 ayat (1) 
KUHAP yang menyatakan bahwa  
“berdasarkan syarat yang ditentukan”. 
Penjelasan Pasal 31 KUHAP mengemukakan 
bahwa dimaksud dari syarat ditentukan adalah 
wajib lapor, tidak keluar rumah atau keluar 
dari kota di mana tersangka atau terdakwa 
tinggal.  
Seperti yang sudah kita katakan salah 
satu perbedaan antara penangguhan penahanan 
dan pembebasan tahanan, terletak pada syarat. 
Faktor syarat ini menjadi dasar ataupun 
landasan pemberian penangguhan penahanan. 
Sedang dalam tindakan pembebasan tahanan, 
dilakukan tanpa syarat, sehingga tadi tidak 
merupakan faktor yang mendasari 
pembebasan. 
Penetapan syarat-syarat dari 
penangguhan ataupun pengalihan penahanan 
oleh oleh masing-masing institusi (Kepolisian, 
Kejaksaan, dan Hakim) yang akan 
memberikan penangguhan ataupun penahanan 
sebagai  salah satu faktornya. Tanpa adanya 
penetapan syarat-syarat tersebut, penangguhan 
atau pengalihan penahanan tidak dapat 
diberikan kepada tersangka ataupun terdakwa. 
Dengan ditetapkannya syarat-syarat tersebut, 
maka tersangka atau terdakwa sebagai seorang 
tahanan dapat menyanggupinya dan bersedia 
untuk menanti ketetapan tersebut. Setelah 
tersangka atau terdakwa menyatakan 
kesediaannya untuk menanti syarat-syarat tang 
diajukan, institusi yang berwenang dapat 
memberikan penangguhan ataupun pengalihan 
penahanan. Terhadap hal tersebut penetapan 
syarat dalam penangguhan serta pengalihan 
penahanan merupakan suatu keadaan yang 
dapat dikatakan sebagai syarat mutlak.  
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Seperti yang telah penulis jelaskan 
sebelumnya, bahwa dalam mengajukan 
penangguhan penahanan, selain adanya 
jaminan uang ada pula Jaminan berupa orang 
yang pula diatur dalam Lampiran Keputusan 
Menteri Kehakiman No.M.14-PW.07.03/1983. 
Ketentuan yang termuat dalam Keputusan 
Menteri Kehakiman tersebut di atas 
menyebutkan bahwa perihal orang yang 
menjadi penjamin terhadap tersangka atau 
terdakwa masih wajib memasukan uang 
tanggungan. Hal ini tidak langsung dapat 
dianggap bahwa uang tanggungan tersebut 
juga mempunyai kedudukan yang sama 
dengan jaminan uang. Uang tanggungan dan 
jaminan uang keduanya dapat digunakan 
sewaktu-waktu apabila tersangka atau 
terdakwa melarikan diri. Namun uang 
tanggungan di sini hanya sebagai salah satu 
bentuk tanggungan yang disertakan oleh 
penjamin dalam mengajukan penangguhan 
penahanan. Oleh karena itu menurut 
pemahaman penulis dapat dikatakan bahwa 
uang yang dijadikan sebagai jaminan atau 
tanggungan masih dijadikan syarat utama dari 
pengajuan penangguhan penahanan.  
Jaminan uang dan orang  sebagai syarat 
dalam mengajukan penangguhan penahanan 
sebenarnya bertujuan untuk menghindarkan 
kejadian tersangka atau terdakwa melarikan 
diri dalam proses pemeriksaan. Namun hal 
kejadian tersangka atau terdakwa yang 
melarikan diri masih saja terjadi.  
Seorang tersangka atau terdakwa yang 
berada di luar tahanan, mempunyai potensi 
ataupun  kemungkinan untuk melarikan diri. 
Jika hal tersebut terjadi maka ini dapat 
menjadi penghalang akan tercapainya suatu 
proses peradilan cepat, sederhana, dan biaya 
ringan. Tentu saja hal terjadi demikian akan 
“mencederai” kepastian dalam penyelesaian 
perkara pidana.  
Peradilan cepat dalam perkara pidana 
sebenarnya didasarkan pada pemikiran bahwa 
tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk 
diproses secara cepat. Proses peradilan cepat 
dapat memberikan kepastian agar pemeriksaan 
tidak dilakukan dalam kurun waktu yang lama. 
Di samping itu secara psikologis merupakan 
salah satu upaya untuk mengurangi kecemasan 
terhadap tersangka atau terdakwa dalam proses 
pemeriksaan.     
Asas peradilan cepat sebenarnya 
didasarkan pada kepastian hukum yang 
mempunyai tujuan melindungi kesewenang-
wenangan negara terhadap warga negaranya. 
Tersangka atau terdakwa yang merupakan 
bagian dari warga negara perlu mendapatkan 
perlindungan hukum dalam kerangka 
memberikan kepastian.  
Adanya asas peradilan cepat, sederhana, 
dan biaya ringan, dapat memberikan solusi 
percepatan proses peradilan yang tidak 
berbelit-belit serta hemat biaya. Timbulnya 
kendala yaitu larinya tersangka dalam proses 
peradilan secara langsung berdampak terhadap 
aktivitas penanganan perkara pidana tersebut. 
dengan demikian kejadian larinya tersangka 
atau terdakwa yang masih dalam masa 
penangguhan penahanan otomatis akan 
membebani pada penegak hukum yaitu 
penyidik, jaksa, ataupun hakim dalam 
menyelesaikan perkara. Oleh karena itu 
dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur 
secara lebih ketat tentang pemberian 
penangguhan ataupun pengalihan penahanan.  
Mengenai syarat yang dijadikan dasar 
untuk pemberian penangguhan atau pengalihan 
penahanan perlu dipertimbangkan lagi. 
Jaminan uang ataupun orang yang menjadi 
syarat utama dalam memberikan penangguhan 
penahanan bukan lagi dapat dijadikan sebagai 
syarat utama, namun perlu didukung dengan 
syarat lain, misalnya dengan mempersempit 
ruang gerak tersangka ataupun terdakwa yang 
berada di luar tahanan. Dengan demikian 
paling tidak dapat mengurangi atau 
meminimalisir kejadian larinya tersangka atau 
terdakwa dari proses pemeriksaan baik di 
tingkat penyidikan sampai dengan proses 
persidangan.  
Pemberian penangguhan atau pengalihan 
penahanan seharusnya dipertimbangkan pula 
dari segi tindak pidana yang dilakukan. Jika 
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dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP 
maka dibutuhkan pula peraturan yang secara 
khusus mengatur tentang tindak pidana apa 
saja yang tidak sama sekali dapat diberikan 
penangguhan penahanan.  
Menurut pemahaman penulis, terhadap 
tindak pidana yang masuk dalam kategori 
kejahatan terhadap keamanan negara serta 
kemanusiaan, dapat dimasukkan sebagai 
tindak pidana yang tidak mendapatkan 
penangguhan penahanan. Hal ini dilakukan 
karena mengingat bahaya yang ditimbulkan 
apabila tersangka atau terdakwa dibiarkan 
berkeliaran bebas di luar tahanan akan 
melakukan tindakan lain serta dapat 
membahayakan nyawa orang lain.   
Pemberian penangguhan dan pengalihan 
penahanan terhadap tersangka atau terdakwa 
belum relevan dengan asas peradilan cepat, 
sederhana, dan biaya ringan. Menurut penulis, 
bahwa sesungguhnya pemberian penangguhan 
dan pengalihan penahanan yang hanya 
bertumpu pada jaminan baik uang maupun 
orang (penjamin) masih dapat membuka 
kemungkinan tersangka atau terdakwa 
melarikan diri dari proses pemeriksaan.  
Ruang gerak tersangka atau pun 
terdakwa masih terbuka lebar meskipun ia 
dikenakan wajib lapor kepada masing-masing 
institusi yang melakukan penahanan. Keadaan 
yang membiarkan tersangka atau terdakwa 
leluasa tersebut akan membuka peluang di 
mana ia lari dari proses pemeriksaan. Dengan 
demikian pemberian penangguhan atau 
pengalihan penahanan yang hanya 
menyertakan jaminan baik itu dalam bentuk 
orang maupun uang tidak belum relevan jika 
dikaji dari sudut pandang asas peradilan cepat, 
sederhana, dan biaya ringan. 
 
Implikasi hukum penangguhan dan 
pengalihan penahanan pada kepastian 
penyelesaian perkara pidana 
Apa yang telah penulis singgung dalam 
uraian sebelumnya bahwa penangguhan dan 
pengalihan penahanan yang berjalan tidak 
sebagai mana mestinya dapat berimplikasi 
pada kepastian penyelesaian perkara pidana. 
Kepastian hukum sendiri merupakan salah satu 
tujuan dari adanya hukum itu sendiri. Telah 
banyak uraian ilmiah yang menjelaskan bahwa 
kepastian hukum adalah tujuan hukum yang 
bersifat yuridis. Nilai kepastian dalam hukum 
paling tidak merupakan suatu harapan dari 
terciptanya hukum yang diidam-idamkan.  
Nilai dasar hukum yang antara lain 
adalah kepastian hukum, kemanfaatan dan 
keadilan, mengisyaratkan bahwa dengan 
ketiga unsur tujuan hukum tersebut 
mempunyai kompromi terhadap tegaknya 
hukum serta harus mendapat perhatian secara 
proporsional seimbang. Namun dalam dunia 
penegakan hukum jalan yang dilalui tidak 
selalu mudah mengupayakan kompromi secara 
proporsional seimbang antara ketiga unsur 
tujuan hukum tersebut. Tanpa adanya 
kehadiran kepastian hukum, setiap orang tidak 
akan dapat mengetahui apa yang harus 
dilakukannya serta apa akibat yang 
ditimbulkan dari perbuatan tersebut, dengan 
kata lain akhirnya timbul keresahan. Namun di 
sisi lain jika terlalu bertolak pada kepastian 
hukum atau terlalu menaati peraturan hukum 
akibat yang ditimbulkan adalah adanya 
kekakuan hukum serta akan menimbulkan 
ketidakadilan. 
Kepastian hukum merupakan suatu 
harapan setiap pencari keadilan dan 
menghindarkan tindakan sewenang-wenang 
dari aparat penegak hukum yang terkadang 
selalu arogan dalam menjalankan tugasnya 
sebagai pihak yang melakukan penegakan 
hukum. Oleh sebab itu dengan adanya 
kepastian hukum maka masyarakat akan tahu 
kejelasan dari hak dan kewajibannya yang 
telah diatur berdasarkan hukum. Selanjutnya 
tanpa adanya kepastian hukum maka orang 
akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak 
mengetahui perbuatannya apakah benar 
ataupun salah, apakah perbuatannya tersebut 
dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. 
Kepastian hukum sebenarnya diwujudkan 
melalui perumusan norma yang baik dan jelas 
dalam suatu peraturan baik itu bersifat materiil 
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ataupun formil, dari situ akan jelas pula cara 
penerapan hukum tersebut. Oleh karena itu 
dapat dipahami bahwa kepastian hukum itu 
berarti ketepatan dalam penerapan hukum, 
subjek dan objek dari penerapan hukum tepat 
sasaran yang berupa ancaman bagi pelanggar. 
Namun esensi dari nilai kepastian hukum 
sebaiknya tidak dianggap sebagai suatu syarat 
atau unsur mutlak, dan dapat bersesuaian 
dengan situasi dan kondisi yang terjadi. 
Selanjutnya kepastian hukum merupakan 
suatu hal yang hanya bisa dijawab secara 
normatif berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, bukan sosiologis, tapi 
kepastian hukum secara normatif adalah ketika 
suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara 
pasti karena mengatur secara jelas dan logis 
yang berarti tidak menimbulkan keragu-raguan 
dan logis dalam arti menjadi sistem hukum 
dengan norma yang lain sehingga tidak 
berbenturan atau menimbulkan konflik norma 
yang ditimbulkan dari ketidakpastian. 
Kepastian hukum merupakan suatu keadaan di 
mana perilaku manusia baik individu, 
kelompok maupun organisasi terikat dan 
berada dalam koridor yang sudah digariskan 
oleh aturan hukum. 
Praktek hukum di Indonesia dapat dilihat 
bahwa undang-undang sebagian besar 
dipatuhi, dan ada pula undang-undang yang 
tidak dipatuhi. Seperti halnya dalam penerapan 
penangguhan dan pengalihan penahanan, 
syarat yang telah diberikan dianggap sudah 
memadai sehingga dapat dipastikan tindak 
akan ada kejadian tersangka atau terdakwa 
yang melarikan diri  atau menjadi buron dalam 
proses penyidikan ataupun persidangan. Suatu 
sistem hukum jelas akan runtuh jika setiap 
orang tidak mematuhi undang-undang dan 
undang-undang itu akan kehilangan 
maknanya. Dengan demikian peraturan yang 
mengatur tentang penangguhan penahanan 
dapat dianggap tidak efektif lagi untuk 
memberikan pencegahan.  
Pemberian penangguhan dan pengalihan 
penahanan tentu saja dapat menimbulkan 
berbagai macam implikasi jika tidak 
dijalankan dengan benar. Dari apa yang telah 
penulis uraikan sebelumnya implikasi tersebut 
akan menimbulkan ketidakpastian terhadap 
penyelesaian perkara pidana. Masing-masing 
tingkatan pemeriksaan yang dilakukan 
terhadap tersangka ataupun terdakwa tentu 
mempunyai implikasi hukum tersendiri.  
Pemberian penangguhan dan pengalihan 
penahanan seharusnya tidak hanya menitik 
beratkan pada syarat jaminan, namun perlu 
adanya pengawasan lanjut. Meskipun 
kewenangannya ada pada masing-masing 
institusi, tetapi perlu pula dilakukan 
pengawasan oleh pihak lain.  
Menurut penulis, masing-masing 
institusi yang memberikan penangguhan 
penahanan juga bertanggung jawab atas 
kewenangan yang dimilikinya tersebut. 
Terhadap tersangka dan terdakwa yang telah 
mendapat penangguhan penahanan harus 
dilakukan pemantauan secara langsung. 
Pemantauan tersebut dapat dalam bentuk 
menempatkan 1 (satu) orang petugas yang 
secara teknis menjaga agar jangan sampai 
tersangka atau terdakwa melarikan diri. Hal ini 
juga dilakukan dalam rangka mencegah agar 
tersangka dan atau terdakwa melakukan hal-
hal yang menghambat pemeriksaan terhadap 
dirinya.  
Mekanisme peralihan penangguhan 
penahanan dari penuntut umum ke Ketua 
Pengadilan Negeri. Tata cara peralihan 
kelanjutan penangguhan penahanan dari 
instansi penuntut umum kepada Pengadilan 
Negeri diatur dalam angka 8 huruf h Lampiran 
Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-
PW.07.03/1983: (1) Jika penuntut umum 
berpendapat bahwa penangguhan penahanan 
„tidak perlu dilanjutkan‟ dalam tingkat 
pemeriksaan Pengadilan Negeri, penuntut 
umum mengeluarkan „surat perintah 
penghentian penangguhan‟ sebelum berkas 
perkara dilimpahkan kepada Pengadilan 
Negeri; (2) Jika penuntut umum berpendapat 
bahwa penangguhan penahanan dapat 
dilanjutkan dalam tingkat pemeriksaan 
pengadilan, penuntut umum mengajukan 
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permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri; 
(3) Ketua Pengadilan Negeri dapat menyetujui 
atau menolak permintaan penuntut umum; (4) 
Penolakan atau persetujuan harus dinyatakan 
Ketua Pengadilan Negeri secara tegas dengan 
surat; (5) Jika Ketua Pengadilan Negeri 
menyampaikan penolakan maka berakhir 
status hukum penangguhan penahanan. 
Proses pengalihan penangguhan 
penahanan dari setiap tingkat pemeriksaan 
yang saat ini harus diupayakan untuk selalu 
diawasi. Dibutuhkannya pengawasan tersebut 
adalah untuk mencegah adanya proses yang 
keliru dalam pelaksanaan pemberian 
penangguhan dan pengalihan penahanan. 
pengajuan penangguhan penahanan dan 
pengalihan penahanan yang selama ini hanya 
bertumpu pada kebijakan masing-masing 
institusi perlu diawasi.  
Praktek pemberian penangguhan dan 
pengalihan penahanan yang ada dalam setiap 
institusi penegakan hukum adakalanya 
memiliki perbedaan. Jika dalam proses 
pemeriksaan pada tingkat penyidikan seorang 
tersangka diberikan penangguhan atau 
dialihkan penahanannya, maka pada saat 
masuk dalam tahapan penuntutan, seorang 
tersangka belum tentu mendapatkan 
penangguhan atau pengalihan penahanan yang 
sama pada proses sebelumnya. Demikian pula 
yang terjadi pada proses persidangan, tidak 
menutup kemungkinan seorang terdakwa akan 
dikabulkannya permohonan penangguhan 
penahanannya lewat penetapan hakim.  
Seharusnya hal tersebut memiliki 
keseragaman, karena tersangka ataupun 
terdakwa mempunyai hak pada masing-masing 
tingkatan pemeriksaan. Keseragaman tersebut 
setidaknya akan terkesan bahwa penanganan 
perkara pidana mempunyai kepastian. Oleh 
karena itu, seharusnya pada proses awal telah 
ditetapkan bahwa seorang tersangka dapat 
dilakukan penangguhan dan pengalihan 
penahanan atau tidak sama sekali.  
Pemberian kepastian terhadap pengajuan 
penangguhan dan Pengalihan sebenarnya telah 
dirumuskan dalam Rancangan Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). 
Wewenang pemberian penangguhan dan 
pengalihan penahanan tersebut dilembagakan 
dengan adanya hakim komisaris. Berdasarkan 
Pasal 42 ayat (1) huruf g yang menyatakan 
bahwa dalam mengajukan permintaan 
penangguhan penahanan kepada hakim 
komisaris atau kepada hakim pengadilan 
negeri. Adanya peraturan tersebut, dapat 
menjadikan timbulnya keseragaman dalam 
pemberian penangguhan dan pengalihan 
penahanan.  
Hakim Komisaris yang merupakan suatu 
hal baru dalam hukum acara pidana di 
Indonesia, memiliki fungsi yang sangat 
penting pada setiap penanganan perkara 
pidana. Loebby Loqman berpendapat bahwa, 
mengenai adanya lembaga hakim yang telah 
aktif pada fase pemeriksaan pendahuluan 
hampir didapati pada sistem hukum acara 
pidana di negara Eropa Kontinental, meskipun 
dengan istilah yang berbeda dan kewenangan 
yang bervariasi. Di Negeri Belanda lembaga 
hakim yang telah berperan dalam fase 
pemeriksaan pendahuluan tersebut disebut 
dengan Rechter Commisaris. Rechter 
Commisaris di Negeri Belanda ini berfungsi 
baik sebagai pengawas maupun melakukan 
tindakan eksekutif. 
Pengajuan penangguhan penahanan yang 
dilakukan oleh tersangka atau terdakwa 
kepada hakim komisaris seperti yang telah 
diatur dalam pasal di atas dapat dianulir lewat 
perlawanan yang dilakukan oleh penuntut 
umum. Hakim komisaris tidak hanya atas 
kehendaknya dapat menerima penangguhan 
penahanan.  Dengan demikian proses 
pemberian penangguhan penahanan dalam 
rancangan pasal tersebut di atas di di sisi lain 
juga mempunyai fungsi pengawasan antar 
institusi penegak hukum.  
Adanya wewenang hakim komisaris 
dalam pemberian penangguhan penahanan 
dapat mempersingkat atau mempercepat 
penyelesaian perkara pidana. Proses tarik ulur 
terhadap pemberian penangguhan penahanan 
yang sebelumnya terdapat pada masing-
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masing institusi dapat dihilangkan yaitu 
dengan proses satu pintu yaitu melalui hakim 
komisaris. Dapat diperkirakan jika proses 
pengajuan terhadap penangguhan penahanan 
pada setiap institusi, tentunya akan memakan 
waktu, dan penyelesaian perkara pidana akan 
menjadi lama karena hanya berputar-putar 
pada proses administrasi pengajuan 
penangguhan penahanan.  
Selain itu jika tersangka atau terdakwa 
sampai melarikan diri otomatis akan menunda 
penyelesaian perkara. Terutama terhadap 
tersangka atau terdakwa yang melarikan diri di 
dalam proses pemeriksaan di tingkat 
penyidikan belum ada suatu bentuk sanksi 
yang mengatur perbuatan tersebut. Beberapa 
hasil penelitian yang antara lain menyatakan 
bahwa:   
“Pada pemeriksaan di tingkat kepolisian, 
akibat hukum terhadap penjamin apabila 
tersangka atau terdakwa melarikan diri tidak 
diatur dalam undang-undang, hanya 
penjamin dikenakan kewajiban moral untuk 
menghadirkan tersangka sebagaimana 
alasan-alasan yang diajukan saat memohon 
penangguhan penahanan. PP No. 27 Tahun 
1983 Pasal 36 yang terdiri dari 3 Ayat 
mengatur tentang jaminan orang dalam 
penangguhan penahanan, dalam pasal 36 
ayat (1) menggariskan tentang jaminan orang 
dan jika tersangka atau terdakwanya 
melarikan diri dalam tempo waktu lewat dari 
tiga bulan tersangka atau terdakwa tidak 
diketemukan penjamin diwajibkan membayar 
sejumlah uang oleh pejabat yang berwenang 
sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Jika 
dilihat inti pasal 36 ayat (1) tersebut dari sisi 
asas hukum pidana materiil tidak sesuai 
dengan sikap hukum pidana sebagai hukum 
publik yang selalu dan seharusnya 
memberikan penghukuman berupa sanksi 
pidana terhadap setiap pelanggaran hukum 
pidana. Namun dalam kaitannya dengan 
ketentuan di atas bahwa penjamin harus 
membayar sejumlah uang jika tersangka atau 
terdakwanya melarikan diri, berarti sanksi 
pidana yang berwujud derita telah bergeser 
mengarah ke sisi hukum perdata yang sanksi 
diganti berupa uang.” 
Belum jelasnya ketegasan pemberian 
sanksi terhadap tersangka atau terdakwa yang 
melarikan diri akan membuat penangguhan 
dan pengalihan penahanan dijadikan sebagai 
celah perbuatan tersebut. Sehingga 
kewibawaan institusi penegakan hukum hilang 
di mata masyarakat dalam memberikan 
kepastian hukum.  
Menurut pemahaman penulis bahwa 
penangguhan dan pengalihan penahanan yang 
pada saat ini masih merupakan kewenangan 
dalam setiap institusi penegakan hukum perlu 
ditinjau kembali pelaksanaannya. Perlu 
diberikannya syarat yang sangat ketat baik 
bagi para tersangka atau terdakwa, ataupun 
institusi penegakan hukum itu sendiri. Karena 
apabila hal tersebut tidak diwujudkan maka 
implikasi yang terjadi adalah adanya 
ketidakpastian dalam penegakan hukum yang 
ada dalam peradilan pidana di Indonesia. 
Sehingga tujuan dari hukum yang secara 
yuridis bersifat memberikan kepastian tidak 
akan terwujud pula. 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, 
maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 
pemberian penangguhan dan pengalihan 
penahanan penahanan belum relevan dengan 
asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya 
ringan. Hal ini tampak dari adanya pemberian 
penangguhan dan pengalihan penahanan yang 
justru menghambat proses penyelesaian 
perkara pidana baik karena terdakwanya 
melarikan diri, atau karena alasan lain yang 
mempersulit penuntut umum menghadirkan 
terdakwa di sidang pengadilan. Bahwa 
Implikasi hukum dari penangguhan dan 
pengalihan penahanan yang kurang tepat 
adalah terhambatnya proses peradilan, dan 
gagalnya penyelesaian perkara pidana yang 
pada akhirnya memberikan ketidakpastian 
hukum. 




Rekomendasi dari hasil penelitian ini 
adalah: Perlu adanya pembaharuan peraturan 
yang berkaitan dengan penangguhan dan 
pengalihan penahanan, khususnya 
penambahan syarat utama dalam pengajuan 
penangguhan dan pengalihan penahanan oleh 
tersangka atau terdakwa; dan untuk dapat 
memberikan kepastian seyogyanya dalam 
pelaksanaan penangguhan dan pengalihan 
penahanan diperlukan adanya pengawasan 
secara khusus terhadap tersangka atau 
terdakwa agar tidak melarikan diri dalam 
proses pemeriksaan baik di tingkat penyidikan 
hingga persidangan. 
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